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PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian tersebut di atas dapat
diperoleh kesimpulan bahwa :

Dewan Kehormatan Advokat PERADI Cabang Sleman mempunyai
peran yang vital / penting dalam proses penegakan kode etik advokat. Dalam
Praktek Penegakkan Kode Etik Advokat, DPC Cabang Sleman / Dewan
Kehormatan Cabang Sleman telah berupaya dengan baik, dengan menggandeng
masyarakat awam, teman sejawat, akademisi dan para penagak hukum lainnya
untuk melakukan Kontrol Profesi Advokat dalam menjalankan profesinya. Hal
ini karena adanya Kode Etik Advokat bagi para pengemban profesi dijadikan
sebagai “Roh” yang menjadikan pengemban profesi agar tetap menjaga
profesinya yang terhormat dan tetap bermartabat di mata para pencari keadilan
tanpa mengesampingkan Hukum Positif yaitu Undang — Undang Nomor 18
Tahun 2003 tentang Advokat.

Secara tekhnis, apabila ada pelanggaran Kode Etik Advokat, Dewan
Kehormatan Cabang Sleman akan secara sigap dan cepat memperoses
pelanggaran tersebut apabila ada aduan, dan apabila pelanggaran atas profesi
“advokat yang nakal” tersebut sangat meresahkan dan membuat kerugian yang
lebih bagi masyarakat awam, kliennya, teman sejawat, dan bagi organisasinya
sendiri. Dalam penegakkan Kode Etik, antara Dewan Kehormatan Cabang

PERADI Sleman dengan Dewan Kehormatan Daerah serta Dewan Kehormatan
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Pusat yang ada di Jakarta telah berjalan semestinya, hal ini terbukti bahwa ada
kerjasama antara DK Pusat dengan Daerah dan Cabang apabila terjadi
pelanggaran Kode Etik yaitu dengan mengirimkan surat yang berisi bahwa
adanya aduan dan di terima oleh Dewan Kehormatan Daerah yang kemudian di
teruskan pada Dewan Kehormatan Daerah pada tingkat pertama dan akan di
selesaikan pada tingkat final di Dewan Kehormatan Pusat. Dewan Kehormatan
yang ada di Pusat berhak memberikan sanksi pada pengemban profesi advokat
yang melanggar kode etik sesuai dengan tingkat kesalahannya dan sesuai yang
tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) Kode Etik Advokat Indonesia, Jenis tindakan

yang dikenakan terhadap Advokat dapat berupa:

a. teguran lisan;

b. teguran tertulis;

c. pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai 12 (dua
belas) bulan;

d. pemberhentian tetap dari profesinya.

B. SARAN
Dari hasil Penelitian yang di lakukan oleh Penulis, Penulis dapat
memberikan saran sebagai berikut :
1. Sebaiknya Dewan Kehormatan Organisasi Advokat lebih cermat dalam
melakukan pengawasan dan juga perlindungan terhadap Kkinerja dari
Profesi Advokat tersebut. Apabila terjadi penyimpangan Profesi

Advokat dalam menjalankan tugasnya, hendaknya Dewan Kehormatan
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Organisasi Advokat dapat memberikan sanksi yang tegas terhadap

Profesi Advokat yang melakukan pelanggaran tersebut dengan tujuan

unuk membentuk Profesi Advokat yang profesional.
2. Alangkah lebih baik lagi, bagi Oraganisasi advokat PERADI yang ada
di Cabang melakukan penyuluhan bagi masyarakat awam tentang
bagaiamana kinerja advokat dan organisasinya yang di akui oleh Peradilan.
Perlu ditingkatkan, dihidupkan terus peran social avokat melalui
profesinya, antara lain melalui bantuan hukum Cuma-Cuma, kemudian
memberikan pendidikan tentang prinsip — prinsip hukum, hak — hak
hukum masyarakat. Sehingga pengemban profesi advokat dapat terus
meneggakkan supremasi hokum tidak untuk hanya dirinya namun untuk

masyarakat.
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